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KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 24,2 |Hepp. 452 /DISDIK

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN ISLAM GUNUNG JATI
SUKAﬁ}Ux\'[l UNTUK MENDIRIKAN SEROLAI MENENGAH ATAS DI
KECAMATAN TEGALBULEUD KABUPATEN SURKABUMI
TANUN PELAJARAN 201172012

BUPATE SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Kewa Yayasan Islan Gunung Jati Sukabumi nomor R-
130/Y1GJS/XT1/2011 tanggal 24 November 2011

a.  Bahwa pendidikan adulah rangoung jawsb pemerintah, masynrakat dan
keluarga;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi  masyarakat untuk
menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN ISLAM GUNUNG JATI
SUKABUMI yang beralamai di 2. Gunung Jati No. 01 Ciparapat RT
10/03 Desa Bangbuyang Kecamatan Tegalbuleud kabuputen Sulcibumi
propinsi Jawa Barat bermaksud untuk  mendirikan SEKOLAH
MENENGAH ATAS di kecamatan Tegalbuleud kabupaten Sukabumi tahun
nelajaran 2011/2012;

c.  Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan
sebagaimana dimaksud pada huruf “b” telah terpenuhi;

d.  Bahwa berdzcarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan
¢ maka untuk pembinaan kegiatun pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan
kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan
keputusan tentany pemberian [jin Operasional kepada YAYASAN ISLAM
GUNUNG JATI SURKABUMI untuk mendirikan SEKOLAY MENENGAH
ATAS dengan nama SMA TERPADU AL-FIYYAH di JI. Gunung Jati No.
01 Ciparapat RT 10/03 desa Bangbayang kecamatan Tegalbuleud kabupaten
Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2011/2012;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang
pembentukar dacral kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
i perubahan atas Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 1974 tentang pokok-pokok

kepegawaian (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor S5,
tamnbahan Lembaran Negara Nomor 504);

3. Undang-Undarg Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan
négara (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2003 Nomor 78,
tambahan Lemoparan Negara Nomor 4301);

‘4. Undang-Undang Republik Indoresia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
pembendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang
pembentukan neraturan perundang-undangan (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20C4 Nomor 53, tambahan l.embaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Republik lndonesiz Nomar 15 Tahun 2004 tentang
pemeriksaan pengelolaan dan tunggung jowab keuangan negara (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tuhun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400); '

Undang-Undang Republik Indenesia Nomor25 Tahun 2004 tentang sistem
perencanaan pzmbangunan nasional (l.embaran Negara Recpuhlik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, tambahan l.ambaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerinuh daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, tambahan Lembaian Negara Nomor 4437);

Urdang-Undang Republih Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan kcuangan antara pemerintah pusal dan pemerintah daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambanan
Lembaran Megara Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang
pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 37, tambahan Lembaran Negars Nomor 3413);

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
060/U/2002 tanpgal 30 April 2022, tentang pedoman pendirian sekolah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang
kewenangan kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupater Sukabumi
tahun 2002 Nomor 2| Seri D);

Perat."an Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 fentang pola
organisasi pemerinizch dacrah  kabupaten Sukabumi (l.embaran Daerah
Kabupaten Sukabumi tahuen 2002 Nomor 22 Seri D):

Peraturan Daerah Xahupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang
penataan Dinas dazrah di lingkungan pemerintah  kabupaten Sukabumi
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor § Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahnun 2005 tentang
penetnpan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten

Sukabumi tahun anggaran 2006 (Lembaran Dacrali Kabupaten Sukabumi
tahun 2002 Nomor 6 Seri A J:

Peraturan Daerih Kabupaten Sukabumi Nomar @ Tahua 2006 tentang rencana
pembangunan jungka menengan dacrah kabupaten Sukabumi tahun 2006-
2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor | Seri E);

Keputusan Bupati Sukabumi Nemor 406 Tahun 2004 lentang penataan

kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukabumi;

Keputusan Bupati Sukabumni Nomor 33 Tahun 2007 tcmang' struktur

organisasi dan tzta kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sukabumi;

Kepurusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 lentang org

anisasi
perangkat daerah kabupaten Sukabumi;

Keputusan Bupati  Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 lentang  struktur
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organisasi dan tata kerja Dinas Fendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan I. Rekomendasi Camut Kecamatan Tegalbuleud Nomor : 421/451/2010

2. Rekomendasi  Kepala UPTD Kecamatan Tegalbuleud Nomor
08/102/X/2010
MEMUTUSKAN '

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN
OPERASIONAL KEPADA YAYASAN ISLAM GUNUNG JATI SUKABUMI
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KECAMATAN
TEGALBULEUD WKABUPATEN SUKABUM! TAHUN PELAJARAN
2011/2012 :

Pertama Memberikan ijin kepada YAYASAN ISLAM GUNUNG JAT! SUKABUMI yang
beralumat JI. Gunung Jari No. 01 Ciparapat RT 10/03 Desa Bangbayung
Kecamatan Tegulbuleud kabupaten Sukabumi propinsi Juwa Barat untuk
mendirikan SEKOLAH MENENGAH A'TAS. dengan nama SMA TERPADU
AL-FIYYAH yung beralamat J1. Gunung Juti No. 01 Ciparapat RT 10/03 desa
Baugbayang keeamatan Tegalbuleed kabupaten Sukabumi propinsi Jawa
Barat tahun pelajamn 2011/2012:

Kedus Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang
mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang
(registrasi) setiap awal tahun pelsjuran;

Ketiga Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan
kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

Keempat Hal-hal yang belum atzu tidak dimur dalam keputusan ini akan diatr dalam
keputusan tersendiri:

Kelima Keputusan ini mulai berlaku padi 1anggal ditetapkan, dengan catatan apabila
dikemudian hari terdapar kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di @ Sukabumi "
Pada Tangeal - \3_ ywne F0LL
= 0. BUPAT! SUKABUMI
A‘ L é:o alu Dinas Pendidikan
é' x wrupaten Sukaburmi,
y|™
S FERDIDI o
py/ 3
(____>—
1. ZAINAL MUTAQIN, M.Si
NIP 195608231981031007

Tembusarn :

1. Yth. Bapak bupati;

2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen d; Jakarta;

3. Yth. KEcpa!a Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;

4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tegalbuleud;

3. Y. Kerua BMPS Kabupaten Sukabumi




